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. Mengingat : :

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

E PEDOMAN DISIPLIN KEHADIRAN KERJA PEGAWAI

~ DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'WALI KOTA BALIKPAPAN,

.- bahwa dalam rangka mewujudkan peran: pegawai negeri sipil
. sebagai  penyelenggara pemerintahan yang profes1onal

dituntut bersikap disiplin dalam menjalankan tugas;

. bahwa untuk mewujudkan disiplin kerja dan kelancaran |-
- pelaksanaan tugas guna peningkatan pelayanan kepada

masyarakat, perlu disusun aturan mengenai disiplin hari dan

" jam kerja, serta penggunaan presensi elektronik bagi pegawai

negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap
di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2015 tentang
~ Disiplin Kerja Pegawai di- lingkungan Pemerintah Kota|

Balikpapan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan|

- perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud |-

‘dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan :

~ Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Disiplin Kehadiran |

—

~ Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undéng-Undang Dasar Negara Republik |
" Indonesia Tahun 1945;
.. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan’

‘Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun . 1953 tentang
"Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

.-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 |

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5587) sebagaimana telah diubah - beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang]|
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan - Daerah -(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

i Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 5679);
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- MEMUTUSKAN:

© Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN DISPLIN|

~  KEHADIRAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
i @,*;'DAERAH R

~ BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

i Dalam Peraturan Wall Kota ini yang dlmaksud dengan
. Daerah adalah Kota Balikpapan. N TN
;Pemerlntah Daerah adalah Wali Kota sebaga1 unsur - penyelenggara n
~pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermtahan yang o
 menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan : b
.. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
. Sekretarls Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bahkpapan . ‘
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu ‘Wali Kota dan Dewan Perwakﬂan
 Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerlntahan yang menjadlﬁ
- kewenangan Daerah. ‘
. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah d1 hngkungan‘
- Pemerintah Daerah.
. Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manu31a yang
~ selanjutnya - disingkat BKPSDM  adalah Badan_ Kepegawalan « dan
;Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan. - : SR
.‘{Unlt Pelaksana Teknis Daerah yang ‘selanjutnya disingkat dengan UPTD S
~adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan |
- atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu. = - |
. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri S1p11 dan Pegawai |
. Tidak Tetap yang bekerja pada Pemerintah Daerah termasuk pegawa1 lalnnya S
_ yang diperbantukan/ dlpekerjakan pada Pemerintah Daerah. e
Pegawai Tidak Tetap adalah ‘Pegawai yang membantu pelaksanaan tugas‘ T
pemermtah daerah ‘dengan sebutan Tenaga Harian Lepas, Tenaga Jasa, e
 Bantuan (Naban), Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya. = .
Disiplin Kerja adalah menaat1 kehadiran dan kepulangan dan klnerja Pegaweu 1
. sesuai jam kerJa yang telah ditentukan, menaati tata tertib pemberlan Cut1¢ &t
g ~ dan Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ‘ '

Cerienn 120

T fungsmya selama jam kerja yang ditentukan. R

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam Jangka waktu;; T

Hari ‘Kerja . adalah ‘hari dimana Pegawai Wa_]lb melaksanak-an tugas dan

- _tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

14, L
- sudah ditentukan yang duzmkan oleh pejabat yang berwenang dalam Jangka e
waktu tertentu A i R T : ‘

Izin adalah keadaan meninggalkan tempat kerja pada saat Jam kerJa yang

BAB II j

RUANG LINGKUP e




Pasal 2

(1) Pengaturan pedoman dlSlphn kehadlran kerja Pegawa1 mehputl
A Har1KerJa o i , . :

~b. jam kerja;

o ~apel kerJa :

d. kegiatan seremonlal Wajlb Iamnya

€. penggunaan presensi elektronlk

f. pengaturan Cuti; dan_ o : ~ s
- g lzin t1dak berada di tempat kerja pada saat Jam kerJa | :
= (2) Setlap Pegawa1 d1 11ngkungan Pemerintah Daerah Wa_]lb mematuh1 ketentuan

d131p11n kehadlran kerja Pegawa1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) antara i

-7 lain: :
| mematuhl Jam kerja yang dltentukan LT ~ ~ o
fmematuhl ketentuan tata tertib pelaksanaan penglslan daftar had1r e
: fmematuhl ketentuan pengaturan pemberian Cuti; = S e :
. ‘mematuhl ketentuan pengaturan Izin memnggalkan kantor pada Jam kerJa ‘
e ,mematuhl kewajlban menghadlrl keglatan seremomal d1 luar Jam kerja yang
2 fdlwajlbkan o : ' ' e »

: 94 © 'i‘! ‘.o‘,, 9‘5 f

| BAB IH S
PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA
Pasal 3

i (1) Jam kerja sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b pallng
- sedikit - selama 37 (tiga puluh tujuh) Jam 30 (tlga puluh) menlt per mmggu, :
- yang diatur sebaga1 berikut: S ,
' a. ‘pengaturan dan penerapan 5 (lima) Har1 KerJa terdlrl atas
1. ~Senin - Kam1s Pukul 07.30 WITA - 16.00 WITA; dan
2. Jum’at  :Pukul 07.30 WITA — 11.30 WITA. ‘
b pengaturan dan penerapan ‘6 (enam) Hari Kerja terdiri atas: ~ 3
1 ‘unit pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan hari Senln sampa1 '
;dengan Sabtu dilaksanakan dengan pengaturan jam kerja oleh Kepala| .
- Perangkat Daerah dengan memperhatlkan kond1s1 kebutuhan
. masyarakat yang dilayani; dan v R : .
~ . 2. pelayanan yang melaksanakan tugas secara terus menerus selama 24 o
~ (dua puluh empat) jam termasuk pada hari libur, Jam kerja d1atur secara
" bergilir yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah.- :

(2) Jam kerja pada bulan ramadhan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan g

yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan surat edaran Wali Kota.
(3) Jam kerja. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlkecuahkan bagl
' a. Pegawai yang melaksanakan dinas luar; dan o T S
b Pegawai dengan jabatan tertentu yang melaksanakan tugas pelayanan ‘
e - berdasarkan aturan yang memiliki jam kerja khusus. : L
(4) Pengaturan Jam kerja Pegawai yang melaksanakan’ tugas pelayanan khusus %
~'dan memiliki Jjam kerja khusus sebagalmana dimaksud pada ayat (3) huruf b

.,'.'fi fseperu satuan polisi pamong praja, petugas pemadam kebakaran petugas| -
l;’,.’;'f‘:penanggulangan bencana, satuan ‘pengawasan - dan pengendahan ‘dinas|

- perhubungan, - petugas pengamanan -dan petugas pelayanan dltetapkan
.~ dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesual dengan bldang masmg— ot

e fmasmg




(5) Kepala 'Peran'gkat Daerah menyampaikan salinan Keputusan sebagaifriana
dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Daerah Kepala BKPSDM dan
Inspektur . ; .

BAB IV
SISTEM PENGISIAN DAFTAR HADIR

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib menggunakan sistem daftar hadlr elektronik
sebagai salah satu sarana untuk mengevaluasi Disiplin Kerja Pegawai pada
- setiap Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Sekretaris Perangkat Daerah/ Kepala .
Bagian/Kepala Subbaglan yang membidangi urusan administrasi
. kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah sebagai pejabat- penanggung| -
- jawab pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir elektronik. \
(3) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlbantu
pejabat struktural satu tingkat dibawahnya/Kepala UPTD/pejabat fungsional
umum (pelaksana) yang membidangi kepegawaian sebagai pejabat pengelola|
_ pelaksanaan 31stem pengisian daftar hadir elektronik di hngkungan satuan
 kerjanya.

a3 (4‘)~;Penetapan pejabat penanggung jawab dan pejabat pengelola sistem daftar|.
. hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan|

dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
(5) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dlsampalkan kepada .
. Sekretaris Daerah melalui BKPSDM. ‘
~ (6) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung ,
~ jawab secara teknis terhadap pengadaan, pemeliharaan dan beroperasinya|
~~ 'mesin daftar hadir elektronik pada setiap Perangkat Daerah/UPTD. o
(7) Tata kelola sistem pengelolaan daftar hadir elektronik pada UPTD
- . dikoordinasikan oleh pejabat penanggung Jawab sistem daftar hadir elektromk
‘Perangkat Daerah.
(8) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan pengelolaan 81stem daftar
- hadir - secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap
: ‘melakukan pelanggaran Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

(1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib:
“a. melaksanakan perekaman, registrasi dan pemutakh1ran Pegawau pada
- database mesin daftar hadir elektronik;
‘b.untuk penggunaan absensi elektronik dengan sidik jari, wajib dilakukan
~ perekaman terhadap ke sepuluh sidik jari bagi setiap Pegawai;
c. melaksanakan penatausahaan dan verifikasi laporan hasil rekap1tula31
~ bulanan daftar hadir elektronik;

' d melakukan penyampaian laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir|

elektronik kepada penanggung jawab sistem daftar hadir elektronik;
e. melakukan verifikasi, analisa dan monitoring terhadap kehadiran dan
- terhadap Pegawai yang tidak disiplin dengan merujuk pada Peraturan Wali|
Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasﬂan Kepada pegawai negeri|
- sipil;
f. menjaga operasmnal mesin daftar hadir elektronik, melaksanakan |
' pemehharaan dan pengawasan mesin daftar hadir elektronik; dan




(2

ey

(1)
 menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar had1r elektromk

 kepada Kepala Perangkat Daerah. : -
~Kepala Perangkat Daerah ‘wajib menyampalkan laporan bulanan dengan@
- melampirkan cetak (pnnt out) daftar hadir elektromk kepada Sekretans‘
* Daerah melalui BKPSDM. | ,
BKPSDM melakukan evaluasi terhadap laporan sebagalmana d1maksud pada‘ o
: fayat (2) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretarls Daerah sebagal o
_ bahan pembinaan lebih lanjut.
~Laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dlsampalkan secara berkala
e -;‘setlap bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh), dengan menggunakan format'
- yang telah ditetapkan oleh BKPSDM.
(5

_libur nasional, maka penyampaian laporan sebagalmana d1maksud pada ayatj o

g menyedlakan daftar hadir manual apabﬂa terjadl permasalahan pada: S
- sistem daftar hadir elektronik. SE

Dalam hal  pejabat pengelola merupakan pejabat struktural dalam, E
- melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh« e

petugas operator daftar hadir elektronik. ,
Pejabat pengelola bertanggung jawab atas tindakan man1pu1a31 data spes1men i

- dalam proses perekaman daftar hadir elektromk

- Pasal 6

Pejabat penanggung Jawab sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (2):

Dalam hal tanggal 7 (tujuh) Jatuh pada‘harl sabtu atau mlnggu ‘atau har1'

. f (2) pahng lambat ya1tu pada Hari kerja minggu berlkutnya

- sistem daftar hadir elektronik di Perangkat Daerah masing-masing.

- a. sistem daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungs1
-'b. Pegawa1 belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; .

- ¢. data/spesiment/sidik Jan tidak terekam dalam s1stem daftar had1r Y

: Bagian Kedua i
Mekamsme

Pasal‘ 7 
Pegawa1 mengisi dai'tar hadir pada setlap Hari Kerja dengan menggunakan [

Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukah 2 (dua) i

o kah yaltu pada saat masuk kerJa dan pada saat pulang kerJa S

Pasal 8 *

Peng131an daftar hadlr secara manual dapat dllakukan apablla Ak

--elektronik; atau

d tCI’_]adl keadaan kahar (force maJeure) S
~Apabila- sistem daftar hadir elektronik mengalarm kerusakan atau t1dak
- berfungsi sebagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Perangkat |-
- Daerah wajib segera melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM | -
_disertai- Berita Acara dan dokumen foto dan segera memperbalkl 31stem ‘
~daftar hadir elektronik.
VSlstem daftar hadir elektromk sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) harus
. dapat digunakan kembah pallng 1ambat 7 (tujuh) harl kerJa sejak dllaporkan
s ‘4mengalam1 kerusakan e L B : nE ,




‘ ‘ \dltetapkan oleh BKPSDM

-~ Pasal 9

, Penglslan daftar had1r secara’ manual sebagalmana d1maksud dalam Pasal 8
dilakukan dengan cara menglsl format daftar had1r sesual format yang telah

5 Pasal 10

i Peng1s1an daftar hadlr Pegawa1 yang tldak masuk kerja dlberlkan keterangan

5 ‘a. Cuti, meliputi:

~1. Cuti tahunan

2. Cuti besar; -

3. Cuti sakit; -

4. Cuti melahlrkan ,

5. Cuti karena alasan pentmg,

‘6. Cuti bersama; atau ~
7. Cuti di luar tanggungan negara
D

L (dinas luar kota ); -
TB (tugas belaJar), atau
‘TK

(tanpa keterangan)

e ~ BABV e
PENGATURAN PEMBERIAN CUTI DAN IZIN MENINGGALKAN :
e KANTOR PADA JAM KERJA. | ,

‘ f\‘ Bagian Kesatu =
'Cuti e

Pasal 11

S ,‘iKmtema dan mekamsme pemberlan Cut1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 10 g

. huruf a, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenal s

L tata cara pemberlan Cutl Pegawa1 negerl 31p11

Pasal 12

Khusus pemberlan Cutl tahunan Pegawa1 d1 llngkungan Pemermtah Daerah
- diatur oleh: masmg—masmg Kepala Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan |

“~.memperhat1kan kesmambungan klnerja organlsa31 dengan ketentuan sebaga1

i berikut:

a. hak Cutl‘ tahunan Pegawa1 negen 51p11 adalah 12 (dua belas) har1 kerja,

i i:,‘»;v—‘*b.“hak Cuti tahunan sebagalmana dlmaksud pada huruf a tldak d1potong; -

 dengan- Cutl bersama;

S ~ c. pemberian Cuti- tahunan untuk pejabat admlnlstrator pejabat pengawas,'i" g

- fungsional dan pelaksana diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah;

d. pemberian Cuti tahunan pejabat pengawas dan pejabat. fungsmnal

- dilingkungan Sekretariat Daerah diberikan oleh Asisten Administrasi Umum;

aiitel pemberian Cuti tahunan untuk pejabat. pelaksana d111ngkungan Sekretanat ;

- Daerah diberikan oleh Kepala Bagian; - -

f.";kepala 'subbagian  yang mengampu . tugas ketatausahaan bag1an Wa_]lbvt

. ,,_[membuat buku kendah adm1n1stra31 Cut1 pejabat pelaksana pada masmg—j{ o

... masing bagian;
g Pegawai yang tidak masuk kelj]a dengan alasan tldak masuk d1 dalam kr1ter1a‘
-~ pemberian Cuti sebagalmana dimaksud -dalam Pasal 10 huruf a angka 2
i sampa1 dengan angka 7 dapat mengajukan Cutl tahunan sesuai keperluan




pembenan jumlah hari Cuti Alasan Penting kepada Pegawai pria untiikf |
‘keperluan -mendampingi istri melahirkan sesuai Surat Keterangan e
- Dokter/Bidan yang membantu persalinan; : :

pejabat yang berwenang memberikan Cuti Alasan Pentlng waJ1b melakukan" :

verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan Jumlah har1 Cutl yang dlsesualkan' e
- dengan kebutuhan yang logis; : i
. -Cuti tahunan dapat diambil secara par81a1 dan d1akumu1a31 dalam satu tahun,
~adalah 12 (dua belas) hari kerja, SEEE .
. dalam hal Pegawai yang tidak masuk kerJa tanpa keterangan selam”

- dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan, juga diberikan hukuman |
~disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan mengenal‘ S
_disiplin’ Pegawa1 negeri sipil; - e
-dalam hal Pegawa1 yang tidak masuk kelj]a sedangkan hak’ Cut1 tahunan telahf '
“habis dan tidak punya hak menggunakan Cuti sebagalmana dalam Pasal 10|
“huruf a angka 2 sampai dengan angka 7, maka dianggap tidak masuk kerja | -
tanpa keterangan (TK) dan kepadanya dikenakan pemotongan tunjangan |
- kerja sebagaimana diatur di dalam Peraturan Wali Kota tentang pembeman‘
“ tambahan penghasilan kepada Pegawai negeri sipil; - T e
.untuk menghindari kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf 1, pejabat' e
'yang berwenang memberikan Cuti tahunan. agar dalam pemberlan Cuti|
‘tahunan tidak diberikan secara penuh; dan 1
.‘untuk keperluan rekapitulasi penggunaan hak Cuti tahunan setlap Pegawa1 il
~ pejabat penanggung jawab kepegawaian bersama pejabat pengelola daftar

" hadir/kepegawaian wajib membuat data/buku kendall catatan penggunaan

A ‘(1)

Lo Cutl bagl Setlap Pegawal pada Perangkat Daerah

Pasal 13

Pegawa1 tldak dlperkenankan Cut1 tahunan yang d1rangka1 dengan

pelaksanaan Cut1 bersama Idul fitri baik sebelum maupun sesudahnya.

‘Pemberian Cuti tahunan pasca Idul fitri, baru dapat dlberlkan pahng cepat 5 o

-~ (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa Cuti bersama. = - o
‘Pemberian Cuti tahunan hanya dapat diberikan untuk tahun berjalan sampa1 S
i dengan tanggal 3 1 Desember kecuali untuk keperluan 1badah ~ ”

Pasal 14 ’

:Hak Cut1 tahunan dapat dlberlkan kepada Pegawa1 yang akan melaksanakan e

- ibadah umroh atau perjalanan ibadah lainnya. L
‘Pegawai yang akan melaksanakan ibadah umroh atau perjalanan 1badah' e
-lainnya, wajib mengajukan permohonan Cut1 tahunan pallng lambat 1 (satu)‘j R

. ~ minggu sebelumnya. -

1:“,(3)

‘Dalam hal Pegawai yang hak Cuti tahunannya telah habls dan tldak masuk" e

‘errJa dengan alasan melaksanakan ibadah umroh atau perjalanan ibadah | :

~ lainnya, . maka yang bersangkutan dlanggap tldak masuk ktea tanpa S

 keterangan. = Al
- Pelaksanaan ibadah umroh atau keagamaan lalnnya untuk Guru d1upayakan‘ ey
' pelaksanaannya dilakukan pada hari libur sekolah (libur semester) '

‘Dalam hal sangat mendesak sehingga jadwal umroh atau perjalanan 1badahf

“: ~lainnya ° untuk Guru - sebagalmana dimaksud pada ayat (4) tidak dapatf
.*\.]dllaksanakan pada ‘saat "hari libur sekolah ‘maka harus mendapat |
~rekomendasi- dari- Kepala Dinas Pendidikan dan ‘Kebudayaan, berdasarkan |

L :ff',f‘persetujuan dan pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa keglatan dlmaksud .
e t1dak mengganggu keglatan belapr mengajar d1 sekolah DT e




Pasal 15

(1) Pemberlan Cut1 bagl Pegawa1 Tldak Tetap harus d1atur dalam Surat

" Perjanjian/Kontrak kerja yang dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah. -

(2) Pemberian hak Cuti bagi Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dlmaksud pada' :r

ayat (1) dengan ketentuan batas maks1ma1 sebagai berikut: g4

‘a. Cuti tidak masuk kerja paling lama 12 (dua belas) har1 kerja dalamf :
o setahun; i

5 .,b. Cuti melahlrkan, pahng lama 2 (dua) bulan kalender :
c. Cuti tidak masuk kerja sebagalmana dimaksud pada huruf a pahng lama‘

- dapat diperpanjang sampai dengan 18 (delapan belas) hari: kerja per |

' tahun untuk keperluan yang sangat mendesak seperti sakit, keluarga inti |

- f’fsaklt/ menlnggal dun1a melaksanakan 1badah umroh atau ibadah lamnya

dan menikah.

(3) Pegawa1 Tidak Tetapy yang tidak masuk kerja lebih darl 18 (delapan belas) 'r |

~hari sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf c tldak d1ber1kanj
_honorarium pada bulan berjalan. e

(4) Pegawai Tidak Tetap yang tidak masuk kerJa tanpa keterangan leblh dar1 5"

. (lima) hari kerJa dalam satu bulan, maka t1dak dlberlkan honorarlum pada

L bulan berjalan

' Bagian Keduaj B
Izin

'Pasa116")' |

s -ivPemberlan Iz1n memnggalkan kantor pada jam kerJa kepada Pegawa1 dlatur oleh 5

_setiap’ Kepala Perangkat Daerah sesuai kebutuhan, fung31 dan tlngkat keperluan ,

Sl dengan ketentuan sebagai berikut:

a, lzin hanya d1ber1kan untuk kOIldlSl yang urgensmya pentlng dan log1s s
mehputl : - ; s
1. Izin terlambat masuk kantor,
2. Izin pulang sebelum waktunya; SN ~ -
3. Izin meninggalkan kantor pada jam kerja karena ada kepentmgan lam

. : b .Izm sebagalmana dimaksud pada huruf a secara administrasi dikendalikan|
 oleh Sekretarls Perangkat Daerah dan/ atau peJabat yang memb1dang1 S

o :kepegawalan

"”‘,-f‘f!c"f{'f"pejabat ‘yang berhak memberlkan Izin dan mekanlsme pember1an Izm SRR

- meninggalkan/tidak berada di kantor pada jam kerja diatur secara internal{
-~ oleh Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk Keputusan atau Surat Edaran e
- Kepala Perangkat Daerah yang ditembuskan ke BKPSDM; 5

d _ jumlah akumulasi Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a t1dak meleb1h1 5 e |

- (lima) Jam/ minggu atau 20 (dua puluh) jam per bulan;

e ‘dalam memberikan -persetujuan, atasan langsung/pejabat yang d1ber1

e kewenangan memberikan Izin wajib mengendalikan dan = melakukan

. verifikasi - tingkat kepentingan dan urgen31 dalam memberlkan Izin
- sebagaimana dimaksud pada hurufa; e

f Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Perangkat Daerah/Atasan Langsung '

berhak menolak permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a;

apablla permohonan Izm tldak memenuh1 ketentuan sebagalmana dlmaksud S

- ‘pada hurufd;

e g ' meninggalkan kantor pada saat Jam kerJa harus mendapatkan Iz1n darl P

- atasan langsung dan/ atau pejabat penanggung Jawab daftar hadir;

e h untuk Pegawai wanita yang sedang dalam masa menyusui, dapat d1ber1kan o
- zin menlnggalkan kantor untuk menyusul palmg lama 90 (sembllan puluh) e

~ menit setiap hari; =

1 7;;121r1 meninggalkan kantor. untuk menyusm sebagalmana dlmaksud padaﬁf“k,’

Lt fhuruf h dlberlkan palmg lama sampa1 dengan anak berumur 2 (dua) tahun

“—8““ |




i

: ;Sekretarls Daerah, terkait hukuman disiplin maupun pen1lalan presta31 kerja .

funtuk keperluan rekap1tu1a31 Izin sebagalmana dlmaksud pada huruf a,

- pejabat  penanggung  jawab = bersama  pejabat - pengelola . daftar

' hadlr/kepegawalan wajib membuat data/buku- kendall Izm bag1 semua
Pegawai pada Perangkat Daerah masing-masing; dan

- Pejabat penanggungjawab daftar hadir elektronik - Wajlb membuat buku’
- kendah / pencatatan terhadap Izin memnggalkan kantor

BAB VI
SANKSI

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan pengelolaan daftar hadlr. |
“elektronik sebagaimana dimaksud dalam - Pasal 4 ayat (1) dlberlkan"
pembinaan melalui Inspektorat.

Inspektorat ‘dapat memberikan rekomenda31 kepada Wah Kota mela1u1

: :‘f'j : ;‘PegaWal bagl Kepala Perangkat Daerah.

~ dikenakan pemotongan tunjangan Kkerja sebesar 5% (lima persen) setlap:*
bulannya apabila terlambat menyampalkan laporan sebagalmana dlmaksud
-dalam Pasal 6 ayat (4 ). .
‘Pegawai yang melanggar ketentuan DlSlplln KerJa sebagalmana d1maksud :

@

Kepala Perangkat Daerah dan Penanggung Jawab Daftar Hadlr Elektromk

. dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi berupa: o
“ a._hukuman disiplin ringan, sedang dan berat sebagalmana dlatur dalam

~ ketentuan peraturan perundang—undangan tentang DlSlphl’l PegaWal o

. - Negeri Sipil; dan S
o bo ;pemotongan tambahan penghasilan sebagalmana dlatur dalam Peraturan .

5) T

~ Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasﬂan Kepada Pegawau il

o Neger1 Sipil.

Dalam ‘hal - pelanggaran ketentuan dlslphn d11akukan oleh Pegawa1 yang e

< dlangkat berdasarkan Perjanjlan Kerja maka Pegawa1 tersebut dlkenakan'
~sanksi berupa: : : : : SR
 a. pemotongan honorarlum ‘ R B

-~ “b.:penghentian pembayaran honoranum dan/atau '

c. pemberhent1an i St
"Pegawai yang terbukti melakukan man1pu1a31 spes1men daftar hadlr tldak’ £
~dibayarkan tambahan penghasilannya selama 1 (satu) bulan. - Sl
~Dalam hal Pejabat pengelola dan operator daftar hadir- mengetahm 1
manipulasi- spemmen daftar hadir yang dilakukan Pegawai sebagaimana |

o ~ dimaksud pada ayat (6) tetapi tidak mencegah dan/atau tidak melaporkan |

G ‘perbuatan tersebut, maka tldak dlbayarkan tambahan penghasﬂannya ’"' 

o ‘selama 1 (satu) bulan.

o ff‘,tldak dlbayarkan tambahan penghasﬂannya selama satu bulan berjalan

Pegawai yang tidak masuk kerja pada harl pertama berakhlrnya Cut1 ]

Bersama tanpa alasan yang dapat dlpertanggung]awabkan sesuai ketentuan

S _BABVI el
PENGAWASAN PENGENDALIAN | DAN PENGHARGAAN




" Pasal 18

(1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan
disiplin terhadap tingkat kehadlran kerJa Pegawa1 di 11ngkungan Pemermtah_
Daerah. |

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagalmana ‘dimaksud pada ‘ayat (1)

 didelegasikan kepada setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah. : '

(3) Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dapat memberikan penghargaan kepada |

~ Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tingkat Disiplin

-~ Kerja terbaik dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun berjalan dil-
hngkungan Pemermtah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 24|
‘Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Bahkpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 24), dicabut dan
dlnyatakan tidak berlaku : ~ .

Pasal 20
g Pératuran Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

‘ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tangggh 17 Januari 2019
WALI KOTf | BALIKPAPAN,

v
M. RIZAL EFFENDI
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